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) BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 45  TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA FEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
D1 KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

Menimbang | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 avat (1), ayat
(2) dan avat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, periu
menetapkan Peraturan Bupatl tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 (entang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4.355);

4, Undang-Undang WNomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangpung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234

6. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
24495);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomeor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunva Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi  Bengkulu
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemernntah Nomor 11 Tahun 2019 |Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Kekavaan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Noemor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611},

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Pengunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdavaan Masyvarakat
Desa;

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Keuangan Desa schagaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006
tentang Keuangan Desa [Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri Ej;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong tahun 2015 Nomar 107);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan
Permusyawaratan Desa [Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong tahun 2015 Nomor 108);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 151);
Peraturan Bupati Nemer 3 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Rejang Lebong tahun 2019 Nomor 520).

MEMUTUSKAN !

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
FENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
RABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan wurusan
pemerintahan  oleh pemerintah  daerah dan  Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Fepublik Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah Bupath sebagai  unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

[hnaz Pemberdayvaan Masyvarakat dan Desa vang
selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan
Masvarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.

Aparat Pengawas [nternal Pemerintah yang selanjuinya
disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong,

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan
kordinator penyelenggaran pemerintahan di wilavah kerja
kecamatan Vang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, dan  menyelenggarankan  tugas umum
pemerinta}mn khusuunj,-u pendelegasian Bupati kepada
Camat dalam melakukan evaluasi APBDesa.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten
Rejang Lebong vang dipimpin cleh Camat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yvang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masvarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistemn pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa vang ditetapkan cleh
Menteri Dalam Negen.

Pemerintahan Desa adalah penyvelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
ndonesia.

. Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
Badan Permusyawaratan Desa vang selanjuinyva
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yvang anggotanva merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan Kkewajiban untuk
menyelenggarakan  rumah  tangga  Desanva  dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Kepala Urusan yang selanjutnyva disebut Kaur adalah
perangkat Desa vang berkedudukan sebagai unsur staf
sckretanat Desa vang menjalankan tugas PPED.

Repala Seksi vang selanjutmya disebut Kasi adalah
perangkat Desa wvang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis vang menjalankan tugas PPKD.
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Bendahara Desa adalah unsur stal Sekretanat Desa yang
membidangi urusan admimstrasi  keuangan untuk
menatausahakan keuangan Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa vang
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannyva mempunyai
kewenangan menyelenggaran keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

Pelaksanaan  Pengelolaan Keuangan Desa  vang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa vang
membantu  Kepala Desa  untuk  melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan kemasvarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan
prakarsa masyvarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
vang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawarahan Desa.
Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan vang ditetapkan
oleh Kepala Desa Baik vang Bersifal pengaturan maupun
penetapan.

Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD vang
ditetapkan oleh BPD

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
vang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang vang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perenacanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa vang
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 [enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yvang selanjutnyva disebut
EKF Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa vang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dan

Anggaran  Pendapatan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara vang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masvarakat.




32,

33,

34.

33

37.

38

39.

40.

41,

42.

43,

Alokasi Dasar adalah alokasi mimimal Dana Desa vang
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang
besarannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dan
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa
secara Nasional.

Alokasi Afirmas adalah Alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal, vang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Alokasi Kinerja adalah Alokas: vang diberikan kepada Desa
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan
Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan peografis
Desa.

Indeks Kemahalan Konstruksi vang selanjutnya disingkat
IKK adalah Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis vang nilainva berdasarkan tingkat kemahalan
harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.

Indeks Kesulitan Geografis yvang disingkat IKG adalah
angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis
suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan
Dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara vang
selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi wvertikal
Direktorat Jendral Pembendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksakan
sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara,

Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjuinya
disingkat AFPBN adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan negara vang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakvat,

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara vyang
selanjutnya disingkat PA BUN adalah Pejabat Pemegang
kewenangan penggunaan anggaran kementrian/lembaga.
Pembantu Penguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi
i lingkungan RKemeéntrian Keuangan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran yang berasal dar Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara vyang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran
yvang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
Kementrian Negara/lembaga.

Kuasa Penguna Anggaran Bendahara Umum Negara vang
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada
masing-masing PFA BUN baik di kantor pusat maupun
kantor Daerah atau satuan kerja di Kementrian
Negara /lembaga vang memperoleh penugasan dari Mentri
Heuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan anggaran vang berasal dari BA BUN,
Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
Transfer ke Daerash dan Dana Desa vang selanjutnya di
singkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan
anggaran BA BUN vang merupakan himpunan RKA BUN
Transfer ke Daeran dan Dana Desa,
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Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa,

Rekening Kas Umum Daerah vang selanjutnya disingkat
REUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah vang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yvang ditetapkan.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang di tetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang vang berasal dari seluruh
pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui
rekening kas Desa,

Pengeluaran Desa adalah uang yang di keluarkan dan APB
Desa melalui rekening kas Desa,

Surplus Anggaran Desa adalah selisth lebih antara
pendapatan desa belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisth kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Sisa lebih perhitungan anggaran vang selanjuinya disingkat
SiLPA adalah selisih lehih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian
setiap kegiatan, anggaran vang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk  kegiatan vang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan vang telah
ditetapkan dalam AFB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnyva disingkat DPPA  adalah deokumen yang
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
vang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau
Perubahan Penjabaran APEB Desa.

Rencana Anggaran Biaya vang selanjutnya disingkat RAB
adalah suatu dokumen vang berisi tahapan pelaksanaan,
rincian komponen-komponen (Inpudf) dan besaran biaya dar
masing-masing komponen suatu kegiatan.

Rencana Anggaran Kas Desa vang selanjutnya disebut RAK
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur
penarikan dana dari rekening kas uniuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah
disahkan oleh kepala Desa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran  Lanjutan  yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen vang memuat
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dan SilPA
tahun anggaran sebelumnya.
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Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut PBJ
adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa cleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penvedia barang/jasa.

Surat Permintaan Pembayaran vang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa,

BAE 1l
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rejang
Lebong Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara
merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar,

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a, dihitung sebesar 69% (enam pulub
sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara
merata kepada setiap Desa secara Nasional, sebagaimana
telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden
Nomor 78 Tahunm 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,
Perhitungan Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

AD Desa = AD Kabupaten / JD Kabupaten.
Keterangan :

AD Desa Alokasi Dasar Desa,

AD Kabupaten = Alokasi Dasar Kabupaten.

JD Kabupaten = Jumlah Desa di Kabupaten.

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma
lima persen| dar anggaran Dana Desa secara Nasional
dibagi secara Proporsional kepada Desa Tertinggal dan
Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi.

Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurup b dihitung berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Perhitungan Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b, dilakukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

AA Desa = (0,015 * DD} / [(2 * DST) + (1 * DT)}.
Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi Desa.

DD = Pagu Dana Desa Nasional.
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DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal Nasional, yang

memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi,
dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi
Afirmas Setiap Desa,

DT = Jumlah Desa Tertinggal Nasional, yang memiliki

Jumlah Penduduk Miskin Tinggi, dihitung
sebesar 1 {satu) kali Alokasi Afirmasi Setiap
Desa.
Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, dihitung sebesar 1,5% [satu koma lima persen)
dari anggaran Dana Desa secara nasional dibagl kepada
desa-desa dengan kinerja terbaik.
Desa dengan kinerja terbaik seperti dimaksud ayat {7)
adalah Desa yvang dipilih sebanvak 10% (sepuluh persen)
dari jumiah Desa vang memiliki hasil penilaian kinerja
terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa,
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa,
capaian hasil pembangunan dengan bobot sebagai
berikut:
a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan
Desa;
b. 20% (dua puluh persen) pengelolaan Dana Desa;
c. 25% (dua puluh lima persen] capaian keluaran
(owtput) Dana Desa; dan
d. 35% (tiga puluh lima persen] capaian hasil {outcome)
pembangunan desa.
Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada avat (8)
huruf a dinilai dari perubahan rasic PADes terhadap
total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang
pembangunan dan pemberdayvaan terhadap bidang
APBDes,
Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
avat (8] huruf b dinilai dari persentase kesesuaian
bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai
prioritas dana desa terhadap total dana desa dan
persentase pengadaan barang jasa dana desa secara
swakelola.
Capaian keluaran (outpufl Dana Desa sebagaimana pada
ayat (8] huruf ¢ dinilai dari persentase realisasi anggaran
dana desa dan persentase capaian output dana desa,
Capaian hasil |outcome) pembangunan desa
scbagaimana pada ayat (8] huruf d dinilai dan
perubahan skor IDM, perubahan status desa, status
desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (2] huruf ¢, dilakukan dengan
menggunakan rumus sebagai bertkut:

AK Kabupaten = Jumlah Desa AK * AK Desa
Keterangan:

AK Rabupaten - Alokasi Kinerja Setiap

Kabupaten/Kota,

Jumlah Desa AK = Jumlah Desa Penerima Alokasi

Kinerja setiap Kab/Kota.
AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa.



DT = Jumlah Desa Tertinggal Nasional, yang
memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi, dihitung
sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi Setiap Desa.

(14) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kabupaten dengan jumlah Desa antara 0 ([nol]
sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima
Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen| dan
jumlah Desa;

b. Kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus
satu) sampai dengan 400 (seratus] Desa, Desa
penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas
persen) dari jumlah Desa;

c. Kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 400
(empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja
sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.

{(15) Desa penerima alokasi kinerja di Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada avat (14] ditentukan
berdasarkan urutan Desa vang mempunyai skor kinerja
terbaik yang dihitung dengan rumus sebagai berikut

Skor Kinerja =

{0,20xY 1)+(0,20xY2)+{0,25xY3)+(0,35xY 4}

Keterangan:

Skor Kinerja Skor Kinerja Setiap DPesa.

Y1 = Pengelolaan Keuangan Desa

Y2 = Pengelolaan Dana Desa

Y3 = Capaian Keluaran Dana Desa

Y4 = Capaian Hasil Pembangunan Desa

(16) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (15} dinilai dari :

a. Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terdapat total
pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh
persen}, dan

b. Rasio belanja bidang pembangunan dan
pemberdavaan terhadap total belanja perbidang di
APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen],

(17) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (15) dinilai dar :

a. Persentase kesesualan bidang pembangunan dan
pemberdayvaan sehagai prioritas Dana Desa terhadap
total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima
persen); dan

b. Persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa
secara swakelola dengan bobot 453% (empat puluh
lima persen).

(18] Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (15) dinilai dari :

a. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan
bobot 50% (lima puluh persen),dan

b. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan
bobot 50% (lilma puluh persen).

(19) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada avat |15 dinilai dari :




(20]

(21]

(22)

(23)

(24]

(23]

a. Perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan
bobot 30% (tiga puluh persen);

b. Perubahan satatus Desa Indeks Desa Membangun
dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

c. Status Desa Indeks Desa Membangun terakhir
dengan bobot 10% |sepuluh persen);dan

d. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan
bobot 30% (tiga puluh persen).

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (13), dihitung dengan rumus sebagai berikut :

AK Desa = {0,015 x DD) /(0,1 x Jumlah Desa|

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja Setiap Desa.

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

Data APB Desa sebagaimana dimaksud pada avat (16)

bersumber dari Kementrian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transimigrasi.

Data realisasi penyverapan dan capaian keluaran Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada avat (18] bersumber

dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral

Perbendaharaan.

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan

geografis vang bersumber dan kementerian yang

berwenang dan/atau lembaga yvang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang statistik.

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada avat (23] dihitung dengan bobot sebagai

berikut !

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen| untuk angka kemiskinan;

£. 153% (lima belas persen| untuk luas wilayah;dan

d. 25% [(dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan
geografis.

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa , dilakukan

dengan bobot sebagai berikut!

AFDesa = {10, 10PZ 1)+ (0,50*22)+(0, | 5*Z3)+ (0,25 Z4)]*

AFKab

Keterangan:

AF Desa

£

Alokasi Formula Desa.

Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa

terhadap total Jumlah Penduduk

Kabupaten Rejang Lebong.

Z2 = Ragio Jumlah Pendudul Miskin setiap
Desa terhadap total Jumlah
Penduduk Miskin Kabupaten Rejang
Lebong,

z3 = Rasio Luas Wilayvah setiap Desa

terhadap total Luas Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong.

RHasio IKG setiap Desa terhadap IKG

Kabupaten Rejang Lebong.

AF Kab, = Alokasi Formula Kabupaten Rejang

Lebong.

Ll

Z4




{26]

(27]

(1]

(2]

(1)
(2)

(3)

IKG Desa merupakan ketentuan yang disusun dan
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data darn
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga vang
menyelenggarakan urusan pemerintah di  bidang
statistik.

IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (26)
ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:

a. Ketersediaan prasarana pelavanan dasar;

b. Kondisi infrastruktur; dan

e, Aksesibilitas/transportasi,

Pasal 3

Total Pagu Dana Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun

Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.114.517.590.000,-

(seratus empat belas miliar lima ratus tujuh belas uta

lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) diperuntukan bagi

seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong.

Besaran Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong

sebagaimana dimaksud pada avat (1} dengan rincian,

sebagal berikut;

a. Alokasi Dasar Kabupaten Rejang Lebong sebesar
Rp.B0.862.332.000,- (delapan puluh rmiliar delapan
ratus enam puluh dua juta tiga ratus tige puluh dua
ribu rupiahy);

b.  Alokasi Afirmasi kabupaten Rejang Lebong sebesar
Rp.4.259.217.000,- f(empat mliar bga rotus hma
pulub sembilan futa dua ratus tujuh belas ribu
ruptahy;

c.  Alokasi Kinerja Kabupaten Rejang Lebong sebesar
RP. 1.729,152.000,- (satu miliar tuuh ratus dua
puluh sembilan futa seratus lima puluh dua ribu
rupiah); dan

d. Alokasi Formula Kabupaten Rejang Lebong sebesar
Rp.27.566 889 .000,- (dua puluh tupuh miliar lima
ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan
puluh sembilan ribu rupiah).

BAB 111
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyvaluran

Pasal 4

Dana Desa Tahun Anggaran 2020 disalurkan dari RKUN
ke RKD melalui RKUD.

Penyvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap
Daerah Kabupaten dan penyaluran dana  hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan
penvaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sehagaimana dimaksud pada avat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari Bupati.



(4] Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam 3 ( tiga ) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat
bulan juni sebesar 40% | empat puluh persen |;

b. Tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling Lambat
minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% | empat
puluh persen );dan

c. Tahap I paling cepat bulan Juli sebesar 20% ( dua
puluh persen );

(5] Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam
2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap | paling cepat bulan Januari dan paling lambat

bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. Tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat

puluh persen).

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementrian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
Indeks Desa.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa sebagimana dimaksud pada dalam
Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen
persyaratan penyvaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap | berupa:

1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan

3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap !l berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. Laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap | menunjukkan rata-rata realisasi
penyverapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen]  dan rata-rata  capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tga
puluh lima persen); dan

¢. Tahap 111 berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap [l menunjukkan
rata-rata realisasi sebegar 90% ({sembilan puluh
persen]  dan rata-rata  capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 73% (tujuh
puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku
KPA penyaluran Dana Desa menenma dokumen
persyaratan penvaluran dari Bupati, dengan ketentuan:



(3)

(4)

=)

(&)

(7)

(8)

a. Tahap | berupa:
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa,
2. Peraturan Desa mengenail APBDes; dan
3. Burat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
b. Tahap Il berupa:
1. Laporan reahisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap | menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen] dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga
puluh lima persen); dan
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran schelumnya.
Bupati bertanggungiawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa secbagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka
3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat
penvampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap |
pertama kali.
Capatan keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 dan ayat (2] huruf b
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan,
Penvusunan laporan realisasi penverapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf ¢ dan ayat (2} huruf b dilakukan sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
Dokumen persyaratan penvaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan avat [2) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati
atau pejabat yang ditunjuk,
Dokumen persyaratan  penyaluran Dana  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)
disampaikan dalam bentuk dokumen fisik [hardcopy)
dan/ atau dokumen elektronik (softcopy).
Dokumen elektronik [soffcopy] sebagaimana dimaksud
pada ayat [7) diolah melalui aplikasi vang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Pasal &

(1) Dalam rangka penyvampaian dokumen persyaratan

penvaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
Repala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penvaluran kepada Bupati, dengan kefentuan:

a. Tahap | berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

b. Tahap IT berupa:



1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
dan

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap | menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%
[tiga puluh lima persenj);

c. Tahap lll berupa:

|. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap Il
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit 90% ( sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedilat
schesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan

(3]

(4]

(3]

(6]

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat

{2}, Kepala Desa menvampaikan dokumen persvaratan

penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

a. Tahap | berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
dan

b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penverapan dan capaian Keluaran
Dana Desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi
penverapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga
puluh lima persen); dan

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat {2} huruf b
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat
(2] dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, wvolume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dan ayat (2} dengan kondisi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada avat (3) dan avat
{4}

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5], Bupati menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Desa yang layvak salur kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.



(7]

(8]

(1]

(2]

(1}

(2]

(1)

(2]

(3]

(4]

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala
Desa menvampaikan perubahan tabel referensi kepada
Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
avat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Pasgal 7

Dalam hal Bupat tidak menvampaikan dokumen
persyaratan penyeluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) dan avat (2] sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN,

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

Bagian kedua
Penvaluran Dana Desa Setiap Daerah Kepada Desa
Pasal 8

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (2] dilaksanakan dengan
menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar vang sama dengan Surat Permintaan
Pembayaran dan Surat Perintah Membavar penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan
akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 9

Penyaluran dana Thasil pemotongan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (2)
dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2).

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat
Permintaan Pembayaran.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada avat (2}, Pejagbat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar wuntuk penvaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

Berdasarkan Surat Perintah Membavar sebagaimana
dimaksud pada ayat (31, Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana untuk penvaluran dana  hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.




(5]

(6]

7

(8]

Penerbitkan Surat Permintaan Pembavaran dan Surat
Perintah Membavar sebagaimana dimaksud pada avat (2]
dan avat (3) dilaksanakan pada tanggal vang sama
dengan penerbitan Surat Permintaan Pembavaran dan
Surat Perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8,

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke REKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4],
Kepala Desa  menvampaikan lembar konfirmasi
penerimaan penvaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala
KPPN dan Bupat,

Kepala KPPN menvampaikan salinan Surat Perintah
Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada avat [4)
kepada Bupati.

Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Surat
Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], ayat (3), dan ayat
(4] dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 10

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

12)

(1)

(2]

(1]

pembangunan dan pemberdavaan masyvarakat ditujukan
untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa,
peningkatan kualitas hidup manusia serta
penianggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam
rencana kerja Pemerintah Desa.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada Prioritas penggunaan Dana Desa vang
diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas pengunaan Dana Desa Tahun 2020,

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan vang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis vang ditetapkan oleh
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa,
Pelaksanaan kegiatan vang dibiayai darli Dana Desa
dintamakan  dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menverap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

Dana Desa dapat digunakan untuk membiavai kegiatan
vang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
setelah mendapat persetujuan Bupati.




(2] Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah
terpenuhi  dan/atau  kegiatan pembangunan dan
pemberdavaan masvarakat telah terpenuhi.

(3] Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDes.

Pasal 13

(1) Kepala Desa bertanggungiawab atas penggunaan Dana
Desa.

{2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Pemantauan terhadap penyvaluran Dana Desa darl RKUN ke
EKD melalui REKUD, dilaksanakan untuk memastikan
penvaluran telah dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pasal 15

(1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan
konvergensi pencegahan stunting dilakukan untuk
menghindari penundaan penvaluran Dana Desa tahun
anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal Bupati terlambat dan /fatau tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat
meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan
penvampaian laporan sebagaimana dimaksud pada avat
(1)

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat
berkoordinasi dengan Bupati untuk diproses percepatan
penampaian laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1).

Pasal 16

(1} Pemantauan sisa Dana Desa di RKD dilakukan untuk
mengetahui  besaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa,

(2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap Il
tahun anggaran berjalan.



Pasal 17

Pemantauan capaian keluaran dilakukan untuk mengetahui
capian perkembangan kegiatan vang dibiayvai Dana Desa.

Pasal 18

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melakukan

evaluasi, terhadap:

a. Data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah;
dan

b. Laporan realisasi penverapan dan capaian Keluaran Dana
Desa.

Pasal 19

(1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan perhitungan

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
) oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

a dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan
pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa,
dan perhitungan pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa oleh Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana
Desa meminta Bupati untuk melakukan perubahan
peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

(3] Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penvaluran Dana Desa.

(4) Penyampaian perubahan Peraturan bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran
Dana Desa tahap 111 atau tahap 11 sebagaimana dimaksud

ﬂ dalam Pasal 4 avat (4) huruf ¢ atau ayvat (5) huruf b.

Pasal 20

{1} Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran [Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk mengetahui
besaran realisasi penyvaluran, penyerapan, dan capalan
keluaran Dana Desa.

(2] Dalam hal realisasi penyverapan dan capaian keluaran
Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2}, Kepala KFPN
selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat meminta
konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.




Pasal 21

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas

a.
b.

Sisa Dana Desa di RKD; dan fatau
Capaian Keluaran Dana Desa.

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa
Dana Desa di REhD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

.

b.

(1)

(<)

(3)

(4)

(3]

Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenal sisa
Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
Meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan,

Pasal 23

Dalam hal Kepala Desa melakukan penvalahgunaan
Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri
Keuangan dapat melakukan penghentian penyvaluran
Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun
anggaran berikutnya.

Menteri Keuangan menyampaikan surati permchonan
penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (1) kepada pimpinan lembaga
penegak hukum terkait.

Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan
lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada
avat (2}, status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai
tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian
penvaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau
tahun anggaran berikutnya.

Penghentian  penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri
Keuangan.

Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran
berjalan disalurkan seluruhnva, penghentian penyaluran
sebagaimana dimaksud pada avat (3) mulai dilaksanakan
pada penyaluran Dana Desa tahap 1 tahun anggaran
berikutnya,

Pasal 24

(1) Mentern Keuangan dapat menyvalurkan kembali Dana Desa

yang dihentikan penyvaluran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (3] setelah menerima:

a. Pencabutan danfatau pemulihan status hukum
tersangka; atau

b. Keputusan pengadilan yang mempunyal kekuatan
hukum tetap, atas Kepala Desa yvang melakukan
penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23.



(2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau
pemulihan  status hukum tersangka atau putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menterni
Keuangan menvampaikan surat permohonan penjelasan
kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga
peradilan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasgal 25

(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di
RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020,

(2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampal dengan 2018 di RKD
sebagaimana dimaksud pada avat (1] ke REKUD paling
lambat akhir bulan Juli 2020.

(3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD
sebagaimana dimaksud pada avat (2] dan data kumulatif
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA
Penvaluran Dana Desa paling lambat akhir bulan
September 2020.

(4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan
RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada avat
(3} ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAE VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan mengenal laporan konvergensi pencegahan
stunting dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku akan
tetapi belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh
Desa pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 27

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa
berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (5), Pasal 5 ayat (2], dan Pasal 6 ayat (2) mulai berlaku
pada tanggal 1 Januan 2021.

Pasal 28

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengelolaan dan
penyaluran Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.



Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1
Januan 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Eejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal ! Mearel 2020

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AH HIJAZI

Mundangkan di Curup
Pada tanggal # Moref 2020

SEKRET DAERAH <
KABUPATEN REJANG LEBONG,

e

—

o

H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 582
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N DANA DES

PEMERINTAH REIANG LEBONG

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini

Marmna i i i 8 e it o A ol T L £ B b Rkt e e m o’ L}
labatan : Bupati Rejang Lebong
Alamat R e S R e i e R AR S LR e pebaiecn L)

Yang selanjutnva disebut sebagai Pemberi Kuasa
Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Mama : Kepala KPPN Kabupaten Rejang Lebong
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan
Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap

Surat Kuasa ini berfaku untuk tahun angEaran . (3]

Curup, Tanggal ...cismmmismsinmasees |3

Stempel Materal
£.000,-
(6}




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NO

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi nama pemberi kuasa

(2)

Diisi alamat pemberi kuasa

13)

Diisi alamat KPPN wilayah kerja Kabuapetn pemberi kuasa

(4)

Diisi Tahun Anggaran berjalan

(3)

Diisi tanggal,bulan dan Tahun pembuatan Surat Kuasa

1)

Diisi tanda tangan Bupati

(7]

Diisi nama penanda tangan Bupati




E. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

T e N o |
Kepada :
¥th. Kepala KPPN selaku KPA Peryaluran

DAK Fisik dan Dana Desa

di
Tempat
SURAT PENGANTAR
NOMOR : .....ccomsinsncasssiress [2)
NO URALAN JUMLAH DOKUMEN KETERANGAN
1 Bersama ini disampaikan dokumen 1 Berkas Disertai kertas kerja
persyaratan penyaluran  tahap (Worksheet)
............. {3), dengan rincian sebagai perhitungan rincian
|berikut ; Cana Desa setiap
o A R T R (4} Desa dan Daltar
. S S — Rekening Kas DEH‘J
c. Dst
*} Khusus Tahap |

B g




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NO URAIAN ISIAN

(1) |Diisi tangjal,bulan dan Tahun pembuatan Surat Kuasa

(2) [Diisi Nomor pembuatan surat

(3) |Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran

(4) |Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapan
(5) |Diisi jabatan penanda tangan Bupati

(6) [Diisitanda tangan Bupati

(7) |Diisi nama penanda tangan Bupati




F. FORMAT FIRMASI PENERIMAAN DANA DESA DI
REKENING KAS DESA

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat
lendral perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020
Kabupaten Rejang Lebong

Dengan Rincian

TERBILANG

TAHAP TANGGAL DIT
GGAL DITERIMA, JUMLAH (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomaor Rekening

Nama Rekening JEr

Nama Bank b i S
Curup, Tanggal .o
Kepala Desa ......ocoirimerinrnin

Stempel Materai 5,000,
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